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Bepublik adulan milik kia beesama, milik seluzub bangsa Indonesia. Bepubiik buken miliknya
erang Indonesia yanp deediam di JTawa dun Suztaters sajz. Bepublik adalab jugs milik saudars-
sgudars vang berdism di Botpeo. Sulawesi, 41 Kepulauen Sunea Kecl, di Maluan, di Papua,
Darah saudara sandara ikut membasahi tanah ini tatkala kita menjelmalkan Republile ini,
Terlepas dari ideclogi apa puo, jagalah "Persatuzn!” Jagalal "Eenluhan'™

Soekarno, Proklasmater Republik Indonesia

Menberikan oioumi deeradr tidak saja berasii molaksanoken demobrast, letapt mendorony
berkembangava awto aktiviet leccapailah apa vang dimeksud denpan demokrasi, y.i. peme-
rinzahan yang dilaksanakan oieh rakoyat, unenk rakorat. Rakat tidas sala menentukan nasiboya
sendic, melainkan jugs can lendama memperbaikd nosibara sendiri.

Mohammad Tatts, Proklemator Republik Bidonesia

Setelsh pembangunan bangss {petion pulding) di mase Bung Karco, disusu! pembanguaan
ckenemi di masa Tak Harte . tahap sclanjotavs .. mengheruskan adaeya uzaba yang lebih
bersungguli dalam pembangunan sosiz] soiitik, berbeatus pendemokrasian lebih lanjs ke
hidapan bernegara &ita, Karena tabap ini jaubs bl rumis dan kompleks dacipada tahap-
tahap sehelumnya, .. masing masing kita alkan ditunmer sembangannva, betape pun wlosran
swmbangan sn, fharat biarpus sekedar hervpa sekeping batn mersh bagl banpunan istana
demekrasi vanp dicita-citaksn, Salah satu bentuk sombanzan vang paling berharga izlah
perabangunan silap-sikap inklosif, plorafis, dan elbee

Morcholis Madjid, Condelfowan Mishin

Draiary kosteks Indonzsia saat ind, Civie Eaucation lebih tepat diterjemahkan sebapal “Ten-
didikan Kewargaan” karena ia Jehih menempathan wergs negars sebagal stbjek dardpada
objgk persbelpjaran ssbogaimana terjadi di masa laly, Konsep "Pendidikan Kewargaan' ini
mesgandung pengertian "masyaraker ewarpaan’, "Masvarakat Madaei “masvarakat sipl’
ataw civdl socisfy, Indlab wargs cegara vang menuliki budiva lewargean vang kemudian ter-
raanifestasikan ke dalan: tatanan sosial vang berkzadaban demnlkrasi (aemocratic civility],

Aryumvardi Azva, Cendekiowan Muslin
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clajur dari herbagal nepara vang sergolong maju, setidaknya ada dua pela-
faran penting yang haros menjadi pelajazan bagi bangsa Tndonesia, yaitu
menciptakan pemnerintahan yang bersih dan pendidikan vang bagus (clean
governance and pood edycabion). Bilaleedua hal inl dikesampingken, sebagaimana
yang kita rasakan an saksiken scamy ini, maka sekian besar modal sosial dan
kebkavasn alam alian mengalami kebungkrutan, Kondist akan samakin parah ke-
tika kekuatan asing, baik pobitik manpus wfang luar negeri ikot membeban. peme-
rintahan kils, Pendekoya, tenpa pemerintahan VATIE bersih dan pendidilan vang
bagus, Indenesia tak alan rrampn herkomaetisi dalam panggorg global.
lentu saja suatu prestasi yang menakjubkan bzhwa masvarakal Nusanlara
yang demikian majemuk dan tersebar ke ribaan pulau lelu tetap winh bargabunz
menjacli satu sangse, sstu bahasa nasional dan satu permerinzaban. Mengingat plu-
ralitas etnis, balasa dan budaye yarg tersebar ke ribuan puian, membangun nasio-
ralisme Indonesia jauh lebih it dan perlo walchu dibanding bangss den negara
vang dari sisi etnis reatif homaogen, seperti hainva Jepang, Kores, Iren, alaupun
Turki. Cheh karena ity, ikatan nasionalisme Indonesia bukan ditkat oleh kesamaan
etpis melsinkan schuah citz-cita bersama untuk membangun bangsa Indenssia
ke depan. Dengan lata lain dasar nasinnaliseie Indonesia ada yaing menyabutiva
sebagai civic nationalism, vailu nesomalisme vang lebih didusarkan pada nilai-nilai
dan cita-cita bersame untuk membela kemanusiaan dan membangun peradaban
sehagaimana fersurst due lersiral dulam cita-citz proklamas) dan Pancasila,
Kririg Lahun 1995 yang melahitkan gelosa dan spenda vefarmast ternvats be-
lum membuabkan hasil wng disyangkan sebelumnya. Talam kerbagal bideng

kebichipan kondisinga tidak lebia manggemiicdin, Demerintah bersama rakosat




harus Lekerju keras dan cerdas untult mencsari solusi 2 gar kite sernua bisa sepera
leehuar dar: krisis berkepanjangen ini. Dalam kaitan ini, decpan segala kelemah-
ar yang melekal, sistem demokrasi masih diyakini oleh para pakar politik seba

gai siscem terbaik dibanding yang lain. Salah satu keunggulan demokrasi zdalah
sistem ini paling memungkinkan bagi kederlangsungan proses seleksd dar suksesi
secara terbuka dan reguler untuk menfaring calon-calon pemimpin vang dianggap
paling memiliki kompetens! baik dari Segl intepritas maupun keailian, apa pun
agama maupun golongannyy. Dengan cateten, sekali lagi, kalau saja esensd dan
prosedur demokyas. dipabami dan dijalankan dengan benar. Disayangkan, proscs
demokratisast yang berlangsung selama ini lebih menonjol diwarnai dergan se-
mangat kebebebasan berserilat dan berpendasat, namun lemah dalagy pencrapan
hukum yang tegas dan adil. Padahal kebsbasan tenoa dikaswal ketegasan hubam
akan berujung pade anarkisne dan cligarki kelompok.

Katau saja Indonesia berhasil meneraphan sistern pemerintahan yang demok-
ralis dengan kawalan hulum yang legas serla pendidikan yang bagus, kita semusa
berhak nutuk optimis memasuki persaingan globa. Indonesia yang amat kaya
dengan keeragaman dora, fauna, budaya, dan balikan Iradisi agama, kesemuanya
intakan menjadi sumber keunggulan bangsa, Namun kalau tidak mampu merawat
dan menyikapinga dengan acll, maka sengketa dan malapetaka yang akan muncul,

Kits sepantasnyn merenung dan tergugaly, betika be thagai bangsa lain sema-
kin knkuh mengibarkan identitas dirinya yang dikaitkan dengan berbygal produk
telenoloyi unggulan ataupun klub sepak bola celas dunia, bangss ini lebih sibuk
dengun sengketa politils, korupsi kian merehal, pengamgruran, dun tragedi ben-
cana alamn. I4 saat lapisan elile politik bermanuver untuk berchut dan metporta-
hankaun kekuasaannys, di kalangan akar rumput demenstrasi dan tindakan anackis
muncul di sana sini, Rasa aran semakin mahal di negeri vang dikenal ranah dan
damai ini. Sejak darl pembunuban, pemerbasaan, pengedaran narkoba, sampai
VCD parno, hampir setiap hari bisa diikuti pemberitaarnya melalui media massa.
Massa mudah sekali marah don main hacim seadiri hanys karena masalah sepele,
Penonton sepek bala, misalnva, bisa baky harram Jdan mierusak fasiliiss unmam
hanya kavena lim hesayanganoya kalah bertending. Dalam zehidupan beragama,
SERenTAny atau anggota schual erganisast keagamaan dengan mudabnya tersing
gung dan mengancam kelompok lain yang disnggap herbeda pandangzannya,

viil | fendifikan dewargeinepsaan Pinsesiio, Dupolias, wAM, @ Wisparakar Maoani



Tidak mau ketinggalan, kilangan politik elite juga sering mengrunakan messa
untuk mer.dukury agendinra sehingga menggeser t-adisi herwacana vang cerdas,
damnal. dan santun. Keknatan massa telab dijzdikan modal politik unsuk melake-
kean tavwar-menawar kekussaan, DN Juar jnassa dan elit politik, tindakan korupsi
dan nepotisme semakin subur seiring dengan seraan antikorupsi, Parahnyz lagi,
keoripsi jugs menjalar di lingkangen lembaga penegak hukum. Pendeknys, Indo-
nesia yang oleh crang tua dan gury selaly dicerilakan sehagal nagara yang kaya
rafa, veligins, dan rancah, kini dicenal schagai negara yary anarkis, pemarah, dan
Lorap.

Semula harapan dan keyakivan kita amat tinggi, bahwa gerakan reformasi
dapat menyembuhkan degradasi moral Jangsa serta mampu menciptaka: kemak-
muran negert. Namun kenyataannys, hampir tak ada paris pemisah yang tegas
dan jelas antara pemerintahon pasca-Reformasi dan rezim Orde Baru. Retormasi
yang mengusung wacana demokrasi; pemerintahan bersih, penegakan HAM duan
pemerataan kesejehferaan rakyal, teruyata kita masih dalam masa transisi berke
Paniangan dengan ongkos ckenomi dan sosial vang amat mahal. Dengan kata lain,
paratel dengan menguatnn tuntulan demokrasi, pemerintahan berzili dan pene-
gakan HAM, kita masih menjumpai perifaky dan realiias sebaliknya yang mam-
perlemah kohes vitag dan semangal kebangsaan sehingga berpatensi mengancam
keutuhen Indonzsia sebagal bangsa yang majerude dan »esar

Demaolcrasi hukanlah tujuan, melainkan jalan yang selania ini diyakini paling
menjunjilan, Scbagai sebuah sistein dan mekanisme perierintahan vang dianggap
paling baik, demokrasi cocok diterapkan bagi masrarihat Indanesia yaug sangat
majeriuk, yang sesungguhiya beberapa prinsipsya telah berakar kuat dalam tra-
disi sosial,

Eksperimentasi demokrasi di masa lalu seyoglays dijadilkan pelajaran ber-
harga bagi semua komponen bangsa. Aktnalisas demokrasi herus dilakukan me-
lalul upaya-upaya bersanm yang berorientasi pada perwujudarn masyarakat Inde-
nesia yany demukratis, toleran, dan kompetitif, Tantgtan gelombany demokeasi
meruju masyaralkat yang terbuka dan toleran merupalkan peluang bagi bangsa I
donesia untuk ambil bagian dalam petbanganan peradaban dunia yang lebik ter-
buka dan manusiawi. Keterlibalon ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengem-
bangar budave demokrasi dalam ketidupan sehari-hari. Tenlu saja ha. ini tidak
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mucah, karens demekeasi pada dasarnya menghaiatkan kerefaan seseorang untuk
meninggallan keliasaon-kebiasaen buruk yanp tidak demolkoratis di masa lal,
Lzhih darf sekadar kemauan kuat untuk meningpallkan kebinsaan tidak drmnkrea-
tis, turnbuhnve bucava demokrasi fuga membuluhkan dusungan unsur lain, vakni
negara. Negara harus memfasilitasi perangka-peranghkal publik (public spheres)
untok keberlangsungan demckrasi

Pendidikan dapat menjadi salaa sate upava strategis pendemckrasian bang-
sa Tndomesia, khususara di kalangzan generasi muda. Pendidikan vang disnabswd
acalah maodel pendidikan vang bemrentasi pembangunan karakter bangea me-
lalui pembelzjaran vang meniadilan peserta didik sebagal subjek pernsbelajaran
melalui caru-cara pembelajaran yang dernosratis, purtisipatil, keilis, kesatif, dan
menantong alduslisasi dirl merela. Dalam Loniels ini, proses belajar tidak lagi
motnopoli dosen maupun guew, tetapi menjadi milk bersama dan menjadikan
proses belajar sebagal wadah untuk dialog dan belajar bersarn.

Mendidikan madel ind sangat relevan sagi pengembangan pendidikan demuo-
krasi, yang hiasa d'kenal dengan istilab Pendidikan Kewargaan atan Kewargane-
garaan (Cnadr Daveation). Schapal komponen warga negara, pangalaman mazha-
siswia dan siswa dalam prakil berdemokessd di keles akar sangat berharga bagi
oroses transformast nila-nilal demekrasi dan HAM dalam kehidupan sosial.
Kampus dan selelah, dengan demikian, dapas 't.‘e‘.:-'ﬁ]ngﬁi sehapai laboraterinm dan
keatalis demclerasi Tetapi, menjadikan kampus dan sekelah scbags peadadaran
demokrasi Udak akan makaimal lunpe dukengan sclurub komronen civitas aka-
dornika, stal, karvavwan, dan pemiinpia, Mengingal demokrasi bukar masalaly in-
dividu maapun kelompok erteniv, pembudayvaan demokorasi seyogianya menja-
diken kepedulian semua orang, karens hal ini berhubungan dengan bagaimana
cara hidhep barsama secara damai di sebuab sempal vang beroaina Indonesia vang
majemnuil ini.

Lituk roewnjudican lojuaen ersebot, ketedibatan semua pibale dalam proses
pendidilan demokrasi vang dikertas ke dalam Pendidikan kewargaan (Civic Edy-
eetiontt acdalad fakior pendukung penting keberhasilan program pendidikan ind.
Pendidikan Kewargaan tidak lain merupakan pendidilan uniukx semuoa dan oleh
semua yangt herinjuar antal mewajudlan sehoab taa kebidupan vang demokes-

tis dan heradah.

¥ | Fercidkar “awegiaeganafas Fansasia Demakrasl WA, £ Mosearana 0 bMadiar m



Peran lembaga pendidikan singsl sangatlah pentng dan stratesis dalam pro-
ses pengembangan badava demakiasi Ji kilangan generasi muda, Sejarah telah
rnemnibtilean bahws mahasiews adatah nlang puigrung gerakan reformasi, Ma
hasisw rercatat sebazal kehuwalan genuine card gerusan reformasi di Indonesia,
Ketulusan, semangal, dar. keberpihakan pada nasib rakyal dar masa depan In-
donesia telah menjadikan mahasiswa sebagal zgen perubaban dr Indonesia yang
selalu diperh-tungkan dari masa ke nasa

Sehioliran bukn me merupalan uzara konstruksif bagi ksber’angsungan pe-
ran mahasiswa sebapai apen parababhan vang memiliki tangeung jawab techadap
mesn depat demokrasi dan empat pilar kebanosaan Indonesia: Pancasila, TUD
A5, Birfrsiehn Toingyal T, dan NIKRT. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof Dr.
Azyumardi Azra, MAL mantan relktor UIN Jakarta vang telah berperan banyal:
dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan Persuruan
Thagpi Apama Tslam i Tndenesia, khususnya di UIN Zakasta, Dalan hal sni peran
Tndanasian Center for Civie Bducarion (JCCE) UIN Telarta tidak bisa digisahkan
dari apaya penvemaian demokrasi d: Indonesia sepanjang era Reformasl, Seriop:
kehadivan bukw ind dapat menjadi irspivasi dan rujukan bagi sizpa saja vang me-

miliki lrepeculian terbadap nasib demokeasi di Indanesia,
Ciputal, hei 2012

Prof. Ir, Komuruddin Hidayat
Rektar UIN Svarif Hidayatullah Jakartz (200620141
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erubahan Indonesia menuju demolrasi adalah sesnatu vang tidak bisa di-

tawar-tawar. Setelah kelwasaan Crde Baru di bawah Presiden Sochario

lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia tercatat di antara negara dalam ger-
bong yang disebut banvak ahll schagai the third wave of denocracy (gelombang
demakrasi ketiga) yang terjadi pada dasaswarsa 1990-an. Gelombang cemolorasi ini
ditandai cleh meningkatnya jumlab negara-nepars yang secara formal menganut
sistern demokrasi.

Perkernbangan politik di Indonesia menuju demoisrasi begitu pesat, Preai-
den B.J. Habibie vang menggartikan Presiden Soeharto dalam inferregnum-nya
memperkuatl momentuin translsl Indonesia menuju demekrasi melalui barbagad
kebijakannya. Mulai dari penerapan sistem mullipartzi, Pemila 1999 vang dinilai
paling demokratis sejak Indenesia merdeka, kebebasan pers, hingga peningkatan
fungst crecks gnd balances DPR,

Meunun pads saat yang sama harus diakui bahwa transst Indonesia menuju
demalkrasi juga menirbulkan banysk kegamangan dan kecemasan. Jika demokra-
siadalah peaceful resolution on conflict (penyelesaian konflik secara damai), pada
saat yang sama kita masih menyaksikan kecenderungan masyarakat dalam mme-
nrelesaikan konflik melalud cara-cara iidak demokratis, Tindakan main hakim
senrdird, memaksakan kehendak, perusakan fasilitas umuarm dalam penyvaluran
pendupst, dan praltik meb politics dan smoney palitics adalal daftar panjang dari
perilaku dan sikap yang bertolak belaang dergan demokrasi yang diperjaangkan
oleh kalangan reformis. Perkembangan sepertiini teatu $aja merupekan fenomena
yang tidak kondusif bagt transisi Indenesia menuju demokrast vang berkeadaban
(dentacratic civitity),




Meningkataya kecende:wngan pengeunean cara-cara fidak demolaadis (nod
polifics dan meney politic) calam herpalitil, separti pada Pemilu 1999 dan 2004,
dan pada beberapa pemithan kepala daerah (Fitkada), sebagian besar bersumber
dari konflik politik di kalangan elite politik. Konflik kepentingan vang terjadi di
kalangan elite nasional maupun lokal direkayasa demi kepentingan politik sesaat,
vang pada gilirannya berimbuas pads lapisan mesvarakal agar rumpus. Akibal dari
prerifaku yang menyalahi prinsip demokrasi inf adalaa terfragmentasinye masya-
raleat ke dalam kelompak-kelompok vany saling bertenlungan vang mengancanm
kemurnian berdemokrasi Kemerosolan demokrasi semakin diperparab dengan
lemahnya zencgakan hukum (faw enforcement) Jdi kalengan aparal penegak hu-
kum. Tidak sekadar memburukaya penegakan hukam aleh aparar hukum, masih
marakmnyva praktik susp d- kalangen pensgak hukum semalin memperparah pe-

fyernainn budays demokyasi di Tndonesia.
EJ
4o

Transisi dan korsolidasi Tndenesia menuin demaokrast vang Iebih gerine dan
autentik jelas merupaken proses vang sangat konypleks dan panjarg, Transisi den
konsolidasi mennju demozrasi setidakme mencekup reformasi dalam tiga bidang
pesar gecara simullan, Pertazing, relonmast sistem (eonstiutional reforms), vang
menyangkut perumusan kembeali falsafeh, kerangka dasar, dun perangkal leyal
ststern pulitik., Kedica, reformasi kelembagaan yang menyangiur sengembangan
dan pemberdayaan (fustifutionad reforme and empoweriel] lembaga-lembaga
polittk. Kewga, pengembangan kultur atau budava politik (pofitical culfure) vang
lebih demeliratis.

Jika pada poin perlana dan kedua i atas upaya relormast dilaluban pada
tataran legslatif, eksekutiZ, dan vudikatif, maks pada poin ketige, vakni pengem-
sanpan kultur politik demolratis, upaya i harus dilakokan dengan melibatlcan
semu sepmen masvorakat, dari lealzngan elive bingga ralost kebunyakan Upaya
vang paling tepal untul melakukan veformasi pads lewvsl ini adalab melalui pro-
ses pendidican demokras: Mengmuoat demoelkvas buken sesuale vang faken for
granted, in barus digjarkan dan dipraltiklian secara terns menerus. Sesagaimana

diakui banyak pakar teolung demokran, care puling strelepis unfuk “mengalami”
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demakrasi adalah melalui apa vang dissbut dengen demvereey edication. Secaa

substantif, pendidiken demokrasi meliput aosialisas, disemingsi, alovalisas, den
implementasi konsep. sistem, nilel, dan praltik demolkeasi melalui peodidikan.

Pendidikan demaleast tidak hanya penting bagl negara-negara yang sedang
bereda dalam transisi dan korsclidasi demokrast seperti Indoresia tetapd juga
bagi nepara-neprars yang selal mapan dalan berdemokrasi, Pembentukan “Civitas
Intertasional” pada fud 1997 ¢i Praba merupaban saball sata betuss pertingnya
kesinambungan demnolrast di negara-negurs mapan demokrast, Pedz perhelztan
itw, tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demobrasi dari 52 negara hadir,
Mereka sepakat membentuk “Civitas Intemasional” yang nenvimpulkan pen
tingnya pendidikan demolorasi bugl penumbuhan civic sltire untuk keberhasil-
an pengambangan dan pemeliha-aan pemerintahan demoloratis {dewmecratic go
verpance), Pendidikan demokrasi pada wnumnya disebul alan dikategorikan ke
delars model Pendidilean Kewarganogaroan [Civic Education).

&

Daberr konteks Inconesia saat inl, Chdc Beducation lebrh tepat diterjemabkan se-
bagai “Pendidikan Kewargaan” karens ia lebih menemputkan wargs negara seba-
gt subjek daripada objzl pembelafaran sebagaimana terjadi di masa laly, Konsep
“Pendidikan Kewargaan” i menganduung pengertian “masyerakal kewarzaar,
"Mazyarakar Madani’, “masyarakal sipil", atan ciedl sociery, nilah Wurgd negara
vang merriliki budiva hewargoan yang kemadias termandiosissikan ke dalam
tatawan sosial yang berkeadsban demmokrast (democratic chvilinyl,

Parus digkod, Civic Fdyeafion vang seenadin menemuoken momeninm pada
189¢-an dipehami sccara berbeda-beda, Bapl sebag an alili, Peadidikan Kewar-
gaan diidentikkan denpan “Pendidikan Demaokeas” (denoirocy edueation). Di
sini, Pendidilan Kewargaun mencakup kajian dan pembahasan tentang peme-
vintahan, konstitas, lembaga-lombaga demalesas, rade of baee, serta hale dan ke
wijiban warga negara, Sementara bag szhagian ahl lan, Feadid kan Wowargaan
disebul Crerensfugs Educetion yang mostannyva menckankan pada proses-proses
demokrasi. partisipasi aktit, dan kelerdibalen warga nogara da.am oivi! sacisty.

[0 Leleraps negara Barat, seperti Amerika Seviker dan Avsiralia, program
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Pendidikan Kewargaan telah menjadi bagian kurikulum sekolah, setidaknva dalam
saty dasawarsa terakhir Negara lain, seperti Inggrs, baru mulai menerapkan padu
2000 melalui program Citizenship Fducation. Pade 2002, Citizenstip Bducotion
menjzdi mala pelajaran wajib dalam kurikulum perdidikan dasar dan menengih
d: Inpgris. Istilah ini memiliki konotast lain, yang cenderung lebih menekunkan
hak dan kewajiban wargs negara vis 4 vic negara (state).

[i Tndonesia, Pendidikan Kewsrgaan merpakan paradigma baru "Cavics’
vang sudah disjarkan di $MA sejak 1962, Sejak 1968, mata »elajaran "Civics digan-
ti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, vang isinya mencakup scjareh Indonesia,
geografi, ekonomi, politik, dan pidato-pidato Presiden Sockarno, Mata pelajaran
ini wajib dipcajari murid-murid sejak dari 50, SME sampai SMA, Pada 1975,
rezim Sochartc mengubal mata pelajaran Peadidikan Kewarganegaraan menjadi
Pendidilan Moral Pancasila (PMP), yvang isinya merupakan indoktrirasi Pancasila
sesual penafsizan monolitik pemerintahan Orde Baza datem Pd. Kurikulam 1984
balikan mempertegas mata pelajaran ini sebiagai indoktrinasi politik untuk me
langganglkan rezim penguasa. Akhirnys, dalam [717 Sisdlcnas 1984 mata pelajaran
ini memjadi Pendidikan Pencasila dan Kewarpanegaraan (PPRn). Hal yang patut
diseyanghkan adalah kegagelan beragam model pelajaran atau mata kulizh tersebut
untuk menjadikar: peserta didik menjad. warga negara vang demokratis dan lo-
leran sebagatmana nilai-nilal ideal dalam Pancasila.

Kegaga'an itu, hemat saya, bersumber setidalonya dari Liga hal, Perfama, se
rara substantif, Civies, PREn, Pancasila, dan Kewiraan tidak sceers terencana dan
terarah mencakup materi den pembahasan yang lebil terfokus pada pendidikan
demaokrasi dan kewsrpaan, Materi-materi vang ada urnumnya terpusat peda pem-
bahasan yang bersifat idealistik, legalistik, dan normatit Kedua, kalaupun muateri-
mater] vang ada pada dasarnye potensial bapt Pendidikan Pemokeasi dan Pendi-
dikan Kewargaan, tetapi potensi itu tidak berkerrbang karena perdekatan dalan:
pemhelajaranaya sersifat indokirinatit, regimentatif, monologis, dan tidak parti-
sipatil.

Eetigy, subjek-subjel mata pelajarar dan mata kuliah sersebut lebih banyak
muatan teori daripada prakeris, Akibataya, lerjadi kesenjzngan vang lebar antars
teari dan wacana vang dibahas dengan realitas sosial-pol:tik vang ada. Dalam prak-

Uik penpaiaran kesenjangan itu sering leribal pule dalam >entuk sikap-sikap oo
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rizer dan fecdal di calangan orang-orany sckolah dan universitas, Masih kentalnya
sixap-sikap Gdak dernobrats tersehul depatlah dipabami jika lembaga peodidisen
gezal membawa peserta dicik untub memshami dan mengalami demolarasi,

Tuntetan demokralisasi dalam peryelenggaraan negara menamakan mormen-
tumnya setelah Orde Baru lengser pada Mei tahun 1995, Momeniun tersebut di-
manfaatkan oleh eivitas alkadernika TAIN {Jkini UTN) "Syarit Hidayatulah® Jacarts,
dengan menggagas Pendidilan Demokrasi vang lepas dari interveasl keluisaan,
Pacia 1999 ULN Jakarta memprakarsa pengajaran male kuliah Pendidikan Ke-
wargaan {Civie Ddwcation): Demokrast. HAM, dan Masvarskal Madani meng
pantilan mara kubah Kewiraan. Setelah melalul mesa percobaan di lingluangan
UMY “Syarit Hidayatullah” Jakerlza, sejak tahun 2000 pembelajaran mate kuliah
Civic Education didiseminasikan di seluruh Perguruan Tinggi Agama [slam Mege-
ri(IAIN dan STAIN di Indonesia, di bawah koordinasi Tadoreda Cenler for Civiz
Education (Fusal Pendidiken Kewargaan Indonesia ACCE) UTN Jakarta. Frogram
ini melibatkan lebih kurang £.000 mahasiswa dan 170 tenaga pengajar vang telah
diberikan pengeizhuan dan keterampilan pembelaaran demokratis mata kulizh
Pendidikan Kewargaan (Cevic Edicatina).

Dersandar pada kegagalan program Pendidikin Demoloast & masa lalu dan
lunlutan derzokratisast diera Reformasi, mata kuiiah Pendidikan Svwargaan vang
dikernbanglun oleh [CUE ULN jakarta merupakan langkah lepat dan korstrakil
di era konsolidasi Cemokrasi di ndenesia menpja demokrasi vang ivbin substantil,
Remoga upaya ivi dapat menjadi kantribusd yang berherpa dagi civitas aladernika
UTN Jakarta bagi pengembatgan budaya demokrasi di lingkangan pendidilan

khususiya dan bangsa Indenesia pade wnmmnya, Biallahu alam,

Cipudal, 30 Mercy 2003

Prof. D Azyumardi Aera, M4,
Manzan Diirebour Sekol:h Pascasarjana
LI Syari® Hidavatuliah Talarts
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Sekapur Sirih

ampir lima belas tahun usia Reformast di Indonesa, Sejak kelutizannya

pada 1995 lalu gerakan Reforsnasi sudah mengubah banyal: hal tentang

indomesia Fra transisi demokrast sudah dilewat. Kini Indonesia ‘e
ngeh mengisi era baru demokrasi, Napmon di balik perbahan It demolrasi vang
dipraklikkan di negeriini masih belum mampu menunjukkan tanda-tanda meva-
kinkan dapat mengubah masa depar Indonesiz vang jauh lebih baik, Demokras
belam memenuhi janjinva melehirkan kesciuliteraan dan keadaban bagi Tadonesia
vang majernus dan zaya dalam banyak hal artara laio jurlah penduduk, budays,
dan sumber dava alam.

Kemajerukan sebagal soko gury demokrasi belum sepenuhnya beralarn
secara harmenis dengan prinsip prinsip demokrasi, Anakisme mzsth marak
menghiasi kamzanve lantang demiokrasi dan hak asasi manusia dan, pada saat
bersamaan, muncul keriszuan sebagian orang akan jati-div? bangsa vang diang-
ga semakin hari semalin pudar akibat derasnya arue demokragi: Eeramahan In-
domesia telah herabal menjaci keberingasan dan kekerasan. Kenvataan empiris
vary bertolak belakang dengan nilzi-nilai lohur falsafzh Pancasila, demokrasi, dan
HAM itu sendin,

Fehadiran bukon ini hendak menjembatani keinginan dan keprhatinan di
atas, Demokras: dan penghormetan techadap HAM sebagaimana diperjuangkan
oleh gerazan Reformesi harus lelap menjadi komitmen yang harus diwujudkan
tanpa kewal lelan, Paddn canl vang sama Indnnasia Hdak boleh kehilangan identitas
dan citz-cita lulue vang telah dirumuskan oleh pars pendiri bangsa, sehagaimana
tertuang dalem Ferobukaan Undang Undang Dasar 1945 dan butir-hutiz dasar

ncgaca Paneasila




Sehagai penggagas awal Pendidikan Kewarganegaraan d: perguruan tinggi Is-
tair €1 Indonesia di era Reformasi, fndmpesivn Cenier for Cleic Felucation (1CCE)
Umeversitas Telam Megeri (UTN) Svaril Tlidayatullall Jakarta, hernsaha merespons
keprihatinaa dun kecenderungan pemikiran lersebut. Dienpan lefap memperta-
harlan dan memperkava mazert vang lerdapat pada buku sebelamnnya, Pendidikan
Keveargaon: Deswokrasi, Heek Asewst Marsio, don Masvarakat Madand, pada terhit-
an ind terdepat percbahan yang siznifiken vakni dengan memasukian Pancasi-
la dalam judul buke yailu, Peadidikan Kewargaiegaraon: Poncasila, Demofras,
IAM, dan Masparakat Maduni. Perubaban inl tetap mengacn pada Undang-Un-
dung Sistem Pendidilian Nasianal No. 20 tahun 2003 yarg memosisikan Pendi-
dikean Kewsrpanegarasn sebagai bagian dari komponen Mata Kulish Inti (MKI)
dalam kurikihaun perdidilkan tingsi dan kepulusan Departemen Pendidilan
Masional tentang Pendidikan Kewarpanegaraan vang tertuzng dalam keputpsan
Thrjen Pendidikan Tingg Mo. 038/ Dikei/Kep. /2002 rentang Rambu-rambu pelak-
sanzzn Mut Kulizh Pengeinbanga o Kepeibadian (MPE) di Perguruan Tingg.

Mamun demikian, kebarhasilas sengajaran maty kulizh ind terpantung pada
sejauly mana para pengampn {dosen) ma.a kuliah inl menvempaikan i3 buku ind
refalui cara-cara pembela’aran yang demokratis yaog menckenkan pads teriadi
nva proges pembelajaran partisipatoris yang menyenangkan. Hal ini sesu2i cengan
tuinzn program Pendidikan Kewargasiegaraan { Civic Bducation) yang lebib meng-
uramakan petgerbangan raual psikomotoris dan afess: peserta didik melahai
proses-proses peribelsiaran aktit {active learning). Untule mememihi kebutuhan
ranah kognisi malasiswa, diharapkan pard dosen pengampu mata kulish ini dapat
memperkaya peibelajatan mercka dergen materi tambahan {(hand cnts) yang re-
levan. ,

Apa wang telah dan sedang dirintis oleh ICCE UIN Jakarta masih menyim-
pan banvak kekarangan. Demi kelanpsungan deinvkrasi dan HAM dan aktualizasi
Pancasila di kelangan generasi muda Indonesia saran dan masubkan konsteakiit
selatu Jami haraphan. Terirra kasib kami haturkan kepaca penulis dan pervnun-
timig edisi ind dan mereke yang Lelah berparlisipas] dalam penuiisan dan penerbit-
ann buku ajar seupa sebelumnya, Akhirnyva, semoas buku ind depsl memberikan
man laal bazi proses pemlanpgunan demelorasd, HA M, dan Masvarakat Madam do

Indonesia vang sejalan dengan peogaata empat konsensus kebangsann Tndone-

Wi [ Pencicikan dowaiusiregaralan: Massasin, Jenslnn, RAM E Masaragat Magan ﬁ



sia Pancasila, VUL 195, Bhivneka Dimesal Tha, dan MNegara Kasatuan Hepublik

Tdonesia (SR,

Jakarea, Tuli, 2012

Indonesian Center for Civic Education (ICCE)
UIN “Syarif Hidayatullah” Jakaria
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Pendahuluan

altirnya era Reformasi pada 1992
tafabh mamberlkar mamentom Ea-
ru oagi bangsa fndznesa unfuk
kembati berkemitmen menjalankan cila-
cita kemercekazn
ian oleh nara paadivs hangss {founding i

sebagaimanzg dilmgi

tners). yasni menjadi bangsa yang cardas,
matdirl. dan dilindungi alah nagara b
s van rohaningsa sembasi aktif oer
pargin dalam upaya-upava perdamaian du-
ma. Sajalan dangars pee ke bimigan glabal,
citacita croklamasi terschut seafan de-
rigan arus kuat carmokratisasi 2an uniut-
an akan peangha-gaat dan perlindungan
terhadap Hak &zas! Manusia (HAM) yerg
szrnakir lantang di komandangken olah
rmasyarakat internasional.

Sebagal bangsa vang sermat meng-
alami peniziahan dan memilis: Tradis: Ler-
gotong rovong, 'ahirnya wacana derrokras’
e PAM sedenjang et Bzformasi meru-
pakan «rifik fa:am terhadap pelanggarar
HAR dan peryalatgunagn cemakrasi yaie
dilakukan regarz di neasa laly. "epakitan

menjedi snak jajahan termyate tidak ser
ta meriz melahirkan czmizsrintaaan dan
masyarakel Inderesia yang menghor nati
HAM. Malah sebkaliknya, perdake feodal
can pelanggaran AN, vang dalule dila-
kukar dan diizngzengkan pihak kolonial,
diteruskan bah<an disusurkzan alef perme-
rintah pasca-kemnariskaan Pemerintahan
Crdz Baru, mendrds carak alhcl, memiliki
rekam jejak pelangearan A4k dan damaok-
razi zaling cwata, Lntus tidzk Lsrjebak
kamibali kepade pengalaman serupa, do-
neaia menghajatkan seboah model Pendi
dkzn fewargaisgarazn atau yang biass
o kenzl sacara urnurm dengan istilah Cieio
Elicaiion  yang dafam  pelaksznaannyva
bersandar pada prinsip-pringip derrokras
ni‘ai-nila HAR
URTIM orinsip ini sapgetlah relevar dila:

Can mefjunjurg Sezaa
kikan bag' Lujuan-ieuan program Pendi-
dikan Fewargancesroan yang  mernilisi
tLydan akhir et membentul warga ne-
Eara vang cerdss, lovitis, axtif, dar bertanz
EUrE jdawsl, Mengzza paca pelaksanadn



FPendidikan rewarganegaraan di masa lay
yang sarat dergan cara-cara ndoztrinasi
dan bersiiat milizzrislik, pada baziniakar
cripaparken konsss den prnzipeprings
Perdidisan Kowa puaneasrsan (0L Suo
cation) sebagai upaya merumbahian bu:
Cava denckrasi dalam bingkal keonitmeare
menjaga empat konsensds kebzngsaar
Incenesia: Tancasita, WUG tahur 1943
(LG a5y, @hinnets Togea! W&, dan Me
para Kesatuan Repubbik Indenssia (MaR
Setelak mempelajari bab ini, Saudara dis
Farapkan dapat

B hemanam konsep dasar Peodidikar

Kewargategaraan (Civic Eoucation.

o Renyadar penfingnya Fendidika—s Ke

2 | Fenclilhan Kewargs rewsralan: Poncasila, Demcbros, HAR, & Musporokal Madnn g

werganegaraan suiagz watah pernben-
tukan karabler Darpsa Lamasadalban,
Merrahan stendar kompatens: aan
sompetenzidasar Pendidiken Xewares-
TEEATEEN,

Menpalascan ruang lingkep materi Per-
Hidikan Kawargencgaraan.

Mermraham: paradigma beru Fendidik-
an Kewargansgaraan,

Mengasresios peniinghyva Fendidikan
fewarggsn oégl pembangunan budayva
Zemokras di Indonesia,
heneirnplamentasikan mia-nidah yang
terkandung dalam Zencidikan Bawarga-
negaraan dalam kenicunan nyata.




Bab 1

Pendahuluan

SEIRING denpan perkembangan gelombang demok-asi ketiza. geraban reformasi
Tndanesia menyuarakan tunlulan demmokratisasi politilodan penchormatan teeaha-
dap HAM pasca jatubnya pemerinlsh Orde Baru. Di sela-sels tuntatan ini mumncul
keinginan merciplakan model pendidikan demokiasi vang berbeda dengan pola
pendidikan demuokrasi yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Kewarpanegaraan
pung pernah dilalukan oleh pemerintah Orde Bara, vang basa dikenal dengen
Pendidikan Keworaan dan Pesateraan P4 (Pedomen Penghavaran dan Peagamal-
an Pancasila). Pola pola pengajoan kedus model Pendidikan Rewarganezaraan
vang dilakukan eleh Orde Baru it dianggap oleh banyak kalangan a3 pendi
dikan demolrzsi tidek sesuai lagl dempran semansat zaman reformast seprartl saal
ini. karenanys diperiakan paradigona baru delam Perd dikan Kewarganegaraan
bagi warga negara Indonesia saat ni dat ke depan.

setidahnya beberapa kritik dikemokakan para shli terkait dergan matz kulish
Pendidikan Kewiraan, antars lain: (a) pola dan prakiik pembelajaran vang indoktri-
natif dan monalitk; (b) mumatan maleri sjamea sorat dengan kepentingan subjelail
readm penguasa; dan (¢) mengabaikan dimensi aleksi dan asikomaotoril sehagai ba-
glan integral dari pencapaian basi! deri peabeajaran nilai-nilai kemnanusiaan dan
patrintsme. Alih-alib membangun kemanusiaan peserts ajar, Pondidikan Kewi
taan yang sejatnya berfungsi sebegai pendidikan pembanmunan araster benusa,
pada kenystaanirya bertalal belakang dengat sernangal dan cita-cia proklamasi
dan hakika Pendidikan Kevargimegarazn seperti unwmnya dilakukan di negare-
negars demaodaasi yary telah mapan, vakai sebagal nstrumen pendidikan nilai-

nifai demokrasi, HAM, den 2enguatan Masvaraket Madas j (i sl
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Bersandar pada kanvataan tersebur. Tndonesian Center for Civic Edpcatior
(TCCRE) TN Talkarta sejale taton 1999 telah melakukan rekonstreksi, reorientasi,
dan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan rasional melalai mata kuliah Pen
didikan Kewarganegaraan (Civic Hduoslion). Upava sebelilusi mala kuliah Pen-
didikan Fewiraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan {Cive Dducation) tidak
terlepay dari upaya kelangan perguruan tngel unluk menemukan format bary
pendidikan dermokrasi di Indonesia vang sesual dengan semangat demokeast dan
pembangunan negara dan karakier bangsa (snvion and character budding) yang
akhit-akhir ini telah banvak dilupakan,

Upaya mzlalaakan substitust dan revitalisasi terhadep Pendidikan Kewiraan
menjadi Pendidikan Kewargancgaraan pada pergurnan linggl menemukan mo-
mentumnya baik sccara substantil dan peruadang-undangan, Sceara substansial
Pendidikan Kewarganegaraan Bary ind sejalan deagan kerangha pembangunan de-
maolrasi Indonesia vang merupakan amanat gerakan reformasi, sedanglaan secara
legal bal ini tertuang dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasiznal Tahan
2003 vang mewajihlan larilodum setiap satnan dan jenjang pendidikan rermasul
pada jenpang pendidikan tnggl memuat: (a) sencidikan sgamag (b)) pendidikan
kewarganegaranny dan (¢} bahuss, Pendidikan Kewoargenegoraon vang dimalzsud
untuk membentuk peserla didi< menjadl manusia vang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta Tanah Al

Dralan konteks pencidikan nasional, Pencidilan Kewarganegaraan dijadilan
sehapai wadah dan instrumen unluk mewujodkan lawan pendidikan nesional,
valtu “serkembangnva potensi peserta didik azar menjadi manusiz vang ber-
iman dan bertaloesn kepada Toaan Yang Mabw DBsa, beralddak mudis, schat,
herilmu, cakap, kreatif, mandivi, dan menjadi warga negara yang demokraris
gerta bertanggung pwab” Bersanca pada dikium perendanuan im, kebaradaan
inevasi pendidikan demokrasi dan HAM vang dikemas dalam bentul Pendidilan
Kewsrganeparaan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen 2endidikan
nasional antuk mencerdaskan kehidepan bangss: mengembangkan Kemampuan
dan mwembeniuk walak serta peradaben bangss yang bormarilal,

Dialam konteks global abad ke-21, mantutan akan demokratizasi, baik politik
maupuz soszal, telah n1enJudi agenia berszma vang Bersilal umiversal dh Lalangan

kompoaen Masvarakat Madani (vl sociery). Hampir selurch belaran dunsa tidak
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bita lepus dari tuntutan global demakrasi ini. "k terkecuali Indoucsia, keinginan
untuk. menjadi bagioy dalam percaturan masvarskar dunia sebagaimana dicita
cilakar oleh Lhonstitusi nasional, dan padasasl yung sama tidal ingin kekilangan jati
diri serta nilai-nilai uhue vang terkendung dalam empat konsensus nasionaloya:
Fancasida, UUD tahan 1943 (LU D 45, Bhinneka 1hn paed Toa, dan Negara Kesatian
Eepuhlik Indonesia (NERIL

Merespons fenomens dua tstwian lokal dan glosal vang seakan berlzwanan
di ales, tantangar Pendidilan FKewarganega-nan semakin kempleks dan multi-
dimensi. Dalam pergertian int Perdidikan Kewargansgaraan lidak haaya sebatas
program pemberian pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus diketahui
dagt ditaali oleh warga negaa dan negara semata Telapi 1a harrs memenuhi ke-
butuhan warga negara yuny semakin terssnkan dan salioy berhubungan satu
sama lain akibat kemajuan teknologi. Dalam kareanya Citizenship Jor the 217
Centiry John ] Copan dan Ray Derricoil menvirpulkan babwa apa pua konsep
pendidikan kewarganegaraan ia tidsk kepas dari unsu-unsue vang harus dikuasai
oleh setiap warga negara: pengetahuan, kelerampilan, nilai, dan komitmen Fang
secard ideal dares dlimiliki oleh setiap warza negara. Untuk memenuhi unsus-unsur
pokok ini terdapat lina komponen yang semestinga melekat dalanm setivp progrem
Pendidizun Kewarganegarsan, vakni: identitas nasional dan patriotisme: hak-hak
Eertenlu warganegars yaug diiunin oleh konstinesi; tanggung jawab, kewajiban dar
tugas wargs negars; keilutsertaan dulam arusn publik; dan keberadaar nilai- nita:
kemasyarakatan, seperti gotong ovoog, kesalingpercayaan sesama warpa nega-a,
penghormatar terhadap HAM, auli terbialap kekerasan, dan sebagainy:,

PENDIDIKAN KEWARGA[NECARAJAN (CIVIC EDUCATION)
DAN REAKTUALISASI PANCASILA

PENTIDIEAN Kewarganegarzan bukean sesuatu yang baru dular sevareh pen-
didikan nusioral di Tndonesia, Reragem medel dan sebutan begi Fend:dilkan Ke-
warganegaraar. dengzn benmacam kemponennva telay banvak dilzbukan neme-
rintah Republile Indonesia. T4 antara nainiz-nama tersebut antara laig pelajaran
Chades (1957419620 Jendidikan Kemasyarakatan yang merapakan incurasi se

Jaraly, itmu mi, dan kevearjranegarvaan (19&1), Pendidilan Kewitgaaz Megara
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{ 19681965, Pendidikan Kewargaregaraan, Civics, dar Hokum (1973), Pendi-
Jikan Moral Pancesila atau PMP (1975/1984), dan PEKD (1994), LH tingkel per-
purva linggi, pernan ada mata kul'ah Menipel dan USDEE, Pancasila dan LUD
1445 (L064-an}, Filsalal Pancagila (§970 sampai sebarang). dan Pendidilan Kewi-
raar (1989-1990-a7). Sejak relormasi Pendidikan Rewargancgaraan di perguruan
tingg, mengacy pada Undang Undang Sistem Tendicikan Masional Tabun 2003
diatas, diwejudkan dengan mate kulish Pendidikan kewargaregarain alam
pelolcsanaannya Pendidikan Kewarpanegaraan inf Mengacu pa da Sural Keputusan
Diirjen 1k Mo, 267/Dikli/ Kep./2008 lentang Penyempurnaa Furikulum Meta
Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganeparaen di Perpurnan
Iinagt, vang sclanjutnya, diperbacai dengan Surat Keputusan Dirjen ikt No, 38/
Liktirzn02 tentang Ramba-rambu Pelaksanasn Mata Kutiah Pengembangan Ke-
pribadizn J° Perguruan Tingyl.

Tujuan Pendidikan Kewsrganega-aanpada dasarmya adalah merjadilan warga
negara ndenesia yang cerdas, bermartabal duy aluf dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, Namurn demilkian, slib alih mendidik bargsa nenjadi warga 1egars
lelsil cerdus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Peadidikan Kewargane
aarzan, Khususnyd sepanjang kekuasaan O=de Paru, lelah direkuyasa ssbugai alat
untek melanggenghan kekuasaan mekalui cara-cary indoklrinas, manipulasi atas
demokrast dan desar pegara Pancasila, melaho tindakan dan kebijakan varadoks
pengaasa Crrde Beru. Sikap pa radoks pemesintsh Orde Baru terkihat duari tidal se-
jaleziiya antara program Pendidiken Rewiraan dan Pancasila dergan perilaku eiite
(irde Baru dalam mengelola negara yang penuh dengan prakiik kurapsi, kolusi,
dan nepetisme (KK, Dengan unghkapan lais, Pendidikan Kewarganegaraan dan
Pancasity lebil banvak diorientasikan untuk meluyani penguasa daripada sebapal
media pembentukan karakter bangsa.

Sejak era Reformasi 1998, banyak hal vang sudah berakah, namun masil ter-
lalu banwak vang herus dibenchi dalam tals keloda <ehidupan berbangsa das ber-
negara. Dalam kehidupan politit dan sosicl sehaci-hari, perilain sosizl duu prak-
file politike masyaraket masik kerap Cilalikan denpan tindakan-tindakan yany
javh dart nifai-nilai lihur Panczsiza dan demolaasi, 2alilik uang [moner politics)
Jdan suap menyuap dalam prakiix politl das hokum yeng membangks utkan sen-

di-sendi moral bangsa dan demokrasi masih mienjadi kendala paling serius bagi
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gerakan reformasi di [ndonesia. Demolrasi vang menjadi komitmen gerakan re

furinasi iwsasily disesaki oleh budaya korapsi dan kolust vang dilakubkan oleh ma-
syarakat dar aparat dan mereka yang ingin menjadi pemimpin formal manpun
pemimpin organisast masyarakat dan protess Tika hal ini cllangeengkan nisceya
demakrasi tuk aban memenohi jarjinya, vakni kesejahteraan bugi masyarakat luas,
Sehalilnya, demokrasi hanya menjadi kepaniangan tangan bagi merska yong me-
miliki moda, dan akses kekuasuan. Demolrasi felah dibajak oleh mercka yang per-
gah duantuniphan clels sisten kekvasaan masa latu vang sarat KEXN,

Sulah sata contoh tindalan antidemokrasi yang mencelok adalah prakeik po
litik vang (momey politics) dalam pemilihan kepala dacrab. Bentuk tain dari prak
tik korupsi ini seakan sudah menjadi keyakinan masvaraka: bahwa uang lelah
menjadi sarat mutlak seseorang vang headal menjudi pemmirpin, Hal ini sudash
merjadi fenomena puradoks demnokrasi di mana karier dan peluang politik se-
olah-vlah terbulea dan mudah, namun kenyataannya hanya dinilmat: oleh mereka
yang berpunya dan bermental inslan yakni ingin serba cepat berkuasa dan ketika
sudah berkuasa, segera mengembalikan modal politik vanp sudah dikenarkan se.
lama berkumpanye. Politik menjadi semakin jaul dar kegiatan memperjuangkan
kepentitgan publiks tetapi telah menjadi dindakan menceri keualungan malerial
begi pribadi dan kelompok dengan mengpunakan isu-isu publik dan saluran poli-
tik resmi, Diewnokrasi Lelah wersandera oleh budaye politik segelintir pemilik modal
yang tidak merniliki karskter kepemimpinan.

Jika praktik-praleik koruptif ini tetzp ditolerensi oleh masyarakal, tidas mus-
tanil lndonesia akan mengalami proses demoralisasi kolektil selain dilenda defisit
panutan dun negarawan. Konseluensi logis dari penvakit toral dan pembelalan
alas janji-janji reformasi ind adalah peloang munenliea ketidakpoasan masvarakat
varg mmenyuiut tndakan-lindskan anarkis somal. Namur cemmkian, hal s bisa
dirindari dengan komilmer semua pihak, utamanyva kalangan hircloast dan kelas
tenenygah Indonesia, untuk membodayakan polilik hersih, aman, dan murah,

Membangun Lradis politik bersih dan narah sangatlel mendesak bag. Indo-
nesiz seleararg demd mase cepan demolorasi vang lebily substinil, Untuic mewa-
judkar rradisi ini, pendicikan politik bersin dan murab nutlak dilakakan baile
olel perrerintai nuatpun dartas pelibk dan erganisas masvarakat (ormas). Pilam

wontels pendidikan [ormal, keberadaan Pendidikan Kowsrganecsaraan meclal
gancy

1, 1
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pola-pola pombelajaran yang nurinis dan demnkratis merupakan salaiy satu cara
wang amal dibutuhkan masyarakat sast ind, di miana nilar dan prinsip-prinsip de-
mickras vang sesunggahmya (ees democracy) dapat dipraktildan di rang-ri-
ang Kelas maepm perkulishan, Melalui para digma pembelajaran demnokratis dan
lumanis Bendidiken Kewarganegaraan diharapkan mampo menjudi labraraletiam
bagi pembumian sinsip-prisip cemobrasi vang diintograsikan dengan nilai-
o lai Tuhur keindonesiaan &1 kalangan generasi muda. Melzalui kontekstualisast
dan inlegeasi prinsip dan nilad demokrasi universal dengan nilai-vilai Pancasila,
misalnya, diharapkan cemalasi dan Pancasile menjadi sesaatu yang nyata dalam
kescharian masyarakat lndooesia. Demokrasi dan Pancasila bukan scsuatu yang
jeuh dan hidup dalam wacama, namun keduanva hadir dalan kehidupan schari-
hagl, yang pada aklirnys dkan menjeds ungur utama dari identitas dan karakter
nasiomal Indpaesic,

Pendidikan Keawarganegaraan dengan pijakan pembangunan karakter bang-
sa (character navion building, ini sangat relevan untuk dilakukan saat ini di mana
perilakon berdemalirast & Tndonesty rriasih banyale disalahpahara oleh kebanyakan
warga negara Indonesia. Demaokras] masili banyak dipahami sehatas kebebusan
bertindak ¢an herekspresi taupy inenghiraukan hak hal asasi orang lain Rah-
Jean denean alasan demoloasi masyerakes dengan mudal bertindak anarkis de-
ngan cure merusuk fasititas wngEm sl melakukan demonstras, lanpa menyadari
abean kewaiihan noenjaps kelartiban sosial. liks hal ini dibiaran Lerlanpsung, de-
mokrast vang tengeh memperjuanghan nasibayz di Indomesia akan kehilangan
nital etisnva sebapai nilal yang largs dijaga bersuima setlap warga negara. Dialarm
tatanan kebangsaan, demokrasi akan berailai rendah jila dalam penwhaman dan
smiplementasinya berpotensimwerusal: tatanan wosial dan nilal-nilai persatusn serla
kerapaman Indonesia. Sebagal sebuzh negara bangsa yang didirikan dengen mo-
dal persamaan nasib serte dle-cita vang bersendilan pada nilai-nilai luhoe vang
terkristafkan ke dalam dasar negara Pancasile, demakeasi dapal menjadi pilar pen-
gy karakter ludonesia yang majenuk.

Jarw demikian, meryandingkan demokrasi dengan nilai-nilai keindone-
siaan tidaldah mudan. Kecerdernngan menoldk hal hal yang datang dati luar
acap kali menimbidkan =i ap anti dan menalak terhadap, misaliya demokrasi dan

Mengangmapn i sebagal sesasl i yag ldak sesual dengan kepribadian bangsa. Hal

5 | Fendidaan Kewarge Ny an: Fanesia, Samalias BAM, £ Maveanit. fidani ﬁ



ini sesungeulnva berbeda dengan sikap hijak dengan nilai nilai fazr i kalangan
tokol bangsa dalily, Kebe:Lasfan para peodin bangsa-di masa lale dakan: me-
nyintesiskan nilai-nilai universal dan lokal selayalorya menjadi saisit bangsa In-
deaesia saat ind di mana Pendidikan Kewarganeparaan dapat menjadi madia per-
wrnuan beragam nilai tersebut Jengan dianah pemikiran dan nilai Tndonesia
yang berakhir dengan fahireva sebual sintesis keeatil yany khas dan pas diiadikan
sebapul panduan bersamns bangsa Inconesiz, Sebagaiman: berlaku di sejumlah
negara yang sudah matang beedemakrasi, unluk liedunesis demokeasi haraskah
sejulan bahkan unsur pendukung realizasi cita-cita prokiamasi dan unsur peating
dalam pembangunan karakler manosia Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
butir-butir Pancasila dan Pembukazn UTUD 1945,

Pancasila, Megara Kesatuan Republik Indonesda (4ELUL, UUD A5, dan Bhis
peka Tunggal lka adalah harga mati bagi bangsa Indonesiz. Keempat pilar na-
sional ind harus bersinergd denpan demolorasi yang sudah menjad: pilhan hag
gerakan reformasl, Keragamaz dalam persatuan yang tergambar dalam sclopgan
Blunneka Tunggal Ika dalam Pancavla, merupalan mang kreatif bagi bangsa In-
donesiz unmk meamvinergikan hal-bual yang baik &i mass alo dengan nilaj dan
prinsip demokrasi yang saat iri dinilai sebagai sistem pelitik paling bail: di antara
sisleen-sislem yang pernah ada 4l dania, Prinsip Remaiciickan calam Pancasila
dapat bersinergss secara dimanis denpgan prinsip-peiosip demotnast vang lahir dan
berlembang dari situas: sosial vang majeniuk, sekalipur i1 muncul dari tradis
Barat, Mempertentengkan antara demokrasi dan talsatab Pancasila tentu saja ti-
dak selamanya relevan dengan ata keh:dupan masyarakat dunia vaong semakin
mengginhal, Kekhawatiran masvarakal akan hilangnya nilai-ailai gotong rovong
dar musyawarah mufazat akibat arus deras tuntutan demokrasi global sehaiknya
tidak serta-merta menimbuikan sikap antpati terhadap demokaasi. Prinsip ke-
maemukan dalam persaluan indemesia memberi rnang sab hagi muonculuss pe-
mikiran dan paadangan yang beragam, bahkar kemungkmar lahirnya tafsic dan
pandangan bero atas Pancasila sckalipun, Beragaman ini akan selalu ditaleransi
olel kelenturan falsats h Pancasils sepanizng ticak beriawanar dengan pasan mao-
ral kelimy sila Pancasta dan melakirkan ancaman ochadap sendi sendi kesaruan
bangsa dan eksizienst NKRT
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Kemaemulan adalah sugto keryaraan vang tidak bisa dibindurl olels [nde-
Tiesia .qe]':-agai schuzh hangsﬁ YOS besar. Prda saat Vg sania -.-"i‘-[nii:lt,'mlik'-lﬂ juga
tidak heleh menjadi pemicu hilangoya rasa persatnan Indonesia sebagal sebuab
hanisa dun negara kesuluan, Kemajernukan dalam persatuan lenlu saja tidas ber-
tentangan dengan prinsip demolrasi yang mengatr dan menjamin keragaman
politik, sosial dan budsye, tetopi berjelan secara dinamis. Jika dijalankan secara
konsckuen, demolrasi dapat menjadl unsur pengual bagi karakter bangsa Indo-
nosia vany meajerik,

Pandangan sempit atas demokeasi saat ini pada kenyataannya telah melahir:
kan sikap menghadapkan antara demokrasi dan Pancasila pada posisi yarg berla-
‘waran, hahkan anti terhadap Pancasila. Fobia Pancasila tentu saja tidak terlepas
dari bagaimana kebijakan negarz di masalaly, balk Osde Lama maupun Orde Baru,
terbadap dasar regara Pancasila, Sevanjang Orde Tary, misalnya Pancasila telah
merjadi idenlopi pelavan peracrintah Orde Barn, yang dijadilan sebagai legiti-
masi bagi tindalzan tidak demokraris dan anarkis terhadzp warga negara, Pancasia
ditadikan rujukan pembangunan, dan pada saat yang sama ia dikhianat dengan
praktik bernegara dan berpolitik yang Bertentangan dengan nilai-nilai yang ter-
kandung dalam Pencasile. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semasa Orde
T telal mengebird Pancasila itu sendizi, Pancasila tidsk saja terpasung olch ke-
bifakan pemerintal, i juga menjad: ideologi regara vanp tertutup, terpusal, dan
antikritik. Siapa sal vang melontarkan kritik maupun memiliki tatsir becbeda atas
Pancasila dengan mudah alan dianggap sehapad lawan negara, bahkan anti lerha-
dap pamerintah dan pembangunan nasional.

Menipulisi atas Panrasila di masa Jali tersebut telah berdampak pada sikap
a.ergi dan fobia terhedap Pancasila dewasa wni. Srtuasi wvam yang bisa dipahami,
pamun tidak baleh dibiarkan berlama-Jama, schelum akhirnye menjadi sikap anti
samna sekali terhadap Mancasila vang sangat Inkur dan masth dibutchkan oleh
banpsa Tndonesia. Untuk menghindari sikap dan tindakan acub leduadap Pancasi-
lz, upays pernbudavaar dan aktualisasi terhadaprye mutlak dilakukan, khususoya
oleh poenerintab,

Salah satu upava tersebul adalah menjadikan Pancesia pada posisinga se-
bagal idenlagi bangss, penuntun mass depan dan alal pemersatu Indunesia. Se-

hagai sebuan mahalarva para pendie hangsa (founding fafers), Pancasila dira-
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muskan sesual dengan karskler dar kebunhat bangsa Tndonasia se [AJAT Mg,
Karakter demografis vang majemulk dan geografis vang dipisablan oleh samuders
dan sungai meniscayakan Pancasila lahir dari rahim Indomesia. Paneasila sehuah
karya terbaik bangsa Tndonesi yang merupakan “bntang perumtun,” ke mana iz
meisnghkah dan mewujndkan impian dan cita citanys, Xeragaman karakter M-
santary sebagal modal prmordial rasionalisme Indoresia {ethrn-nationalisi)
yeng diilustrasikan dalam dasar negara Pancasila melalui selogan Bhunnela ling
gl Jka harus terns dijaga bersama sebagi uasar penting bagai chsistensi Indonz-
sia dan harus dikembanpgkan menjadi kompoaen pendewasaan bangsa Trdonesia
untuk menjedi bangsa vang moders, danokears, toleran sebegal prasurat menjadi
warga negara yang herperadaban (eivic nationalim), dergan letap menjadikan
Pancasila sebagai simpul bersama dalam kerangla NKRI Untuk melesterilean dua
hal ideal ini, yakni kemajersukan dalam persauan, menjadikan Pancasila sebagai
wacana dan milik pub.ik menjadi salah sutn upaya dar gapasan yang haras di-
lakukan lerus-menaerus tanpa kenal lelah, Melalwi asaba ini diharaplean Pancasia
dapal menjadi titik simpul dan fitik beranglac basspsa Indoaesia yang majenuk.

Banyak ahli mengoulitken gagasan kembali kepada Paacasils selragal olbat
penanwar bagl beragam persoalan kebangsaan vang dibadapi Tndnnesia Ji era Re-
formas ind. San < antaranya apa vang digagas oleh Profesor Anumerdi Az,
dengan gagazan revilaisast Pansusils dengan menghangatkan kembali Pancasila
sebagal haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbavgsa dar ber
negara, Maman tidak cakup sampai di sind, komitmen ing harus dilenmtkan de-
ngan tindakan nyata untuk mendekons iruksi perdidikan Pancasila, Label Tanca
sila sebagai idectogi terbuka sevogiatya dibarengi dengan pengajaran pendidikan
Pancasila melalui model mudel pembelajeran dengan pendekatan kritis feriicgl
thinking) bag pengajor dan peserta didik. Alih-alih menjadikan Mancasila sebagal
sesuatul yang sudah Jadi (taben for eravied), ia Laros diletakdan sebagai sesuatu
yang masih tetap berkembang dan terbulea uniok dimaknai se panjang sitaasi vang
terus berubub dalam binghai keindoncsiaan yang majeniuk.

Tamlaly wirga bangsa vang masih swerr atas substans demiokeasi dan lalai
techadap posisi Listoris Pancasila baps Trdoncsu menjadi alasan wtama zkan Per-
lunya sebuah made Pendidikan E(_ewarg:—:ncgurﬂan {Cavic Education YALE daljaf

mengentaskan peserly didik darn dua keawaman tersebnt, [lasil vang dibarazkan

% EAE 1 = Penaaiin yin | 11




dari upava ini adalah lahireva generast Indonesia yang demokratis, berkaraktar
inklusif, berwawasan global numun tetap berpijak pada nelui-nilal keindouesiaan
yang beils, Hal inilah yang mendasari hidorasion Center for Civic Education {ICCE}
Univarsitas [slarm Negeri “Syarif Hidayatoilah” Jalarta mengembangkan Pendidik-
an Kewarganegaraan vang lebih barorentasi puda pocberdayaan pessrta didik,
untue dapet hidup dalam perbedaan serara damai. Orientasi ini pulalah yang
menjai alasan penamaan mata kulizh ini dengan nama Pendidikan Kewargaan
dengan pengertian universalnya, Civie Scheeativi,

Berbeda dengan model pengajaren Pendidikan Kewarganegaraon mode. lama,
cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Fduceiion) yang dikem-
bangkan oleh TCCF adalak pembelajaran nilai dan prinsip demokrasi melatui pro-
ses pembelajaran vang kolaboratil dan demokracts, dengan menghindari cara-cara
indaltrinasi, das serba hafalan sehagaimana diprakiliklan sada program-program
pendidikan kewargznegaraan dan sejemisnya dan penazaran Pancasila di masy lalu.

Melalui midel pembelajaran yang denokratis ini, dihersphan penslidilan Ke-
warganegaraan iri dapat memberikan pengalaman berdemokrasi yang berharga
baik bagi mahusiswa manpun dosen, Dengan mengalami demokres: secara lang-
sung melalui permbelajavan yang kolaboratif dan konlekstuel d-harapican perse-
matan kultur deminkrasi (democeatic altured di kalangan ovitas akademika perga-
ruat tinggi di Indonesia dapatmemadi langkeh awal strategis bagi pengernbangan
warga negars Tndonesia yang berkesdaban (civilitized citizens) dengan cirinya
vang cerdas, aktif, kritis, dan yang tak kalah pentingnya, meresa juga harus men-
jach komtribules bagi penyelesaian berbagai persoalan publik,

Unituk ewujudkan wargl negara Indonesia yang berkaralter seperti intlah
pembelajaran Perdidilan Kewarganegaraan (Civic Educrtfor] dengan pendokatan
pendidilian humanistik yung direclisasikan mefalui model-model pembelajaran
lrolahoratif atan pembelajaran aliif (active learring) diharapkan mampu melahir
lean warga nepera Indonesia vang sesuai ranhtan Indaresia kini dan mendatang.

vakni Indonesia vang demokratis, hurnanis, terbuka, can berkarzkter ksadaben.
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KONSEF DASAR PENDIDIKAN HEWﬂRGMHEGﬁRA}AH {ciu: EDM_I_[}H)__

FENIMDITE AL, Kewarpancgaraan i Civic Lduvwdton) atan Chvics memilili banvak
pengertian dan Sstilah. Tidak jauh berbeda dengan senpertion ini, Mubammad
Nwnun Somantri merumaskan pengertian Civics sebagai Hmn Kevarganegaraan
yang membicarakan hubungan manusia dengan: (=) manusia dalam perkumpul-
an-peckumpulan ying ferorganisasi |organisasi sosial, ckonomi, politk]; {b) n-
dividu-individu dengan negara. Janh sebelum itg, Tdmonson {1958 menyatakan
bahwa makna Crscs seialy didefinisikan scbagai sebuah studi wntang pemerin.
tahan dan kewarganegaraan vang terkzit dengan kewajiban, hak, dan ha'-hak is-
Hmews warge negara. Pengertian ini menunjuklkan babwa Civies mgrupakan ca-
bang dari ilmu politik, ssbagainana tertuany dalam Dieionury of Education,

Istila® lain yang hampir sama milinanya dengan Civics adalab Cilizenship,
Daam hubungan ini Stanley K. Dimond, seperti dikotip Somantri, menjelaskan
rwrwisan scbagai berikut “Cilizenship as it relates to school getivities fas two-fold
meqngs. Ina aarrow-cense, citizonship dacludes aly legel states in cowitry and
the activities dosely velatzd to the political finclion-vating, soversmental g -
tien, volding of office, and lega! risht and tesponsibilify | 7 (Cilizeasiip sebagamia-
1a keberhubungan dengan kegiatan-kegiatan scxolah mempurye dua pengertian
calarn arl: sempit. cifizensiip hanya mencabup status hukum warga regara dalam
sehuah negara, crganisasi pemerintah, mengelola kebuzsaan, hak-hak hulkum dan
Langguing jawed], Dari perspekliling, (Tivice dan Citizenship evat kaisannya deggan
wusan warga negera dar negara,

Pandidikan Demolorasi secard substantf melvanglot sosiablisasi, diseminasi,
dan aklualisasi konsep, sistem, nilal, buadaya, dan praktik detnokrast melalui pen-
didiken yang meliputi snsur-unsur hak. kewajiban, an tangoung jawab warga
negara dalam sualy negara, Flal vang sevarik dari ramuessn Dimend adalah ke-
lerkaitan ciizenship dengan kegiatan belajar i sslolah mengingal peatingnva di-
siplin pengetabuar ini bagi kehidupan WAIEA fegara dengan sesantanya manpun
dengan negara di mans moreka berada. Tada perkemEangan szlanjutoya, makna
penting citizenship felah melahivkan perakan warga negara (¢ivic community) yang

sadar akan pentingnya Pendidikan kewurganegarazn,
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Dralam catatan sejarahnya, Pendidikan Kewarganegaraan muncul dari gagas-
an yang lahir dan pandangan masyarakat vang memandany penting peadidizan
ini, Salah satn contoh pandangan tersebut adalah perakan commiunity civics
vanz dipeapor oleh WAL Dunn pada 1907, Gerakan inl merapakan pernmlain
vang menghendaki mata pelajaran tentang kewarganegaraan (Civie Lducanion)
lebsih fungsional bugi para peserta didik dengan menghadapkan mereka keapada
lingkungan atan kehidupar sehari-hari 'sosial, ekanomi, politik, Jan sebagainya),
baik yang berskala lokal maupun infermasional. Bersamaan dengan timbulnya
perakan commumity civics Dunn, Jahir gerakan setupe, yaitn gerakan Civic Eidu-
catim alau juga baasa discbut dengan istilah Citizenship Lducation {Pendidikan
Kewarganegaraan |.

Tetilah Givie Frucation olch banval ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Le-
donesia denpan Pendidilan Kewarganegaraan atay Perdidil:an Kewargaan, |stilab
Pendidikan Kewargaan ini diwakili oleh Azyumardi Azra dan JCCE-UTN Jakiar la,
yany merupakan poaggagas pertama mata kulink Civie Education di perpuruan
tingei di Tndanesiz setelsh legsarnya Orde Barn. Adapun, istilah Perdidikan Ke-
watganegaraan divwaldli antara lan olek Zamroni, Muhammad Numan Surpandrl,
dan Udin §. Winataputra. Sebagian ahli menyamakan Civic Education dengan Pen-
didikan Demokrast {Dienorracy bdication) dan Pendidikan HAM. Megurut Azra,
Pendidilan Demalrasi secara substantif menyanphut sosalisasi, diseminasi dan
aktualisasi kansep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demelcrasi malabui pendi-
dikan, Adapen Pendidikar HAM menpandung pengerlian sebagai aktivitas men-
transformasikar nilai-nilai HAM, agar tuinbul kesadaran akan penghormatan,
perindungan, dan penjaminan HAM sebagai sesustu yang kodrati dan dimiliki
satiap manusis.

Pengzunean nama Fendidizan Kewargaan oleh ICCE-UIN Jakarta tidak
lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia yang masih swam teatang demalkrasi.
Tehik dari sekadar Pendidikan Kewarganeparaan yang umuimnya dikenal sebaga
Pendidikan Demolorasi, Pendidikan Kewarpaan mumiliki dimens: dan orientasi
pemberdayzan warga negara melalui <eterlibatan dosen dan mahasiswa dalam
praktik berdemokraci langung sepasjang perkulishan. Bal lain vang menjadi titik
tekan Pendidikan Kewargaan ini adalan mendidik generasi mada uniuk mucnyjacli

veargs negara Indonesia yang kritis, akeif, demokratis, dan beradab dengan penger-

14 | pendician kewargaluesa i Poacasta, Gomokrash, DA, & Mesparilal dadan E



tian mercka saday akan hak dan kewsjibannyva dalam kehidupan bermasyaralo
dan hernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga duniz (global soviefy).

Masib rienurat Az, Fendidikan Eewargaan (Civie Fducation) adalah pen-
didikan vang rakupannya lebih luas dari Pendidikas Demokeasi dan Pendiditan
HAM kevena mencakup kajian dan sembahasan tentang banyak hal, separti;
permer:ntahan, konstitusi, lembaga-lembaga demolrasi, rade of law, hak dan ke-
wejiban warga negara, proses demokrasi, partisipas aktif dan keterlibatan warga
negara dalam Masyarakat Madani, pengetahuan tentang lembaga-lembapa dan
sistem yang terdapal dalam pemerintaban, politlk, administras: publik dax sistem
hukum, pengetahuan reatang HARM, kewarganeparaan aktif, dan schagainya,

Senada dengan pandangan Azra, Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan adelah Pendidikan Uemokrasi vang berluuan untuk men-
persiapkon warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui
aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi barn tentany kesadaran bahwa
demalorasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak

arga masvarakat; demokrasi adalah suame learsing process vany, Udak dapar be-
gltu saja meniry dari masvarakat lain; cclangsuagan demolerasi tergantung pada
kemampuan mentransformasikan nilai-nilal demokrasi, Pemahaman lain lentang
Pendidikan Kewa-gansgaraan adalah suatu proses vang dilakukan oleh lembaga
pend.dilin d mana seseorang mempelajar: ocdentasi, sikap dan periaki poliik
sehingga vang bersanghutan memiliki politica! Enowledpe, awareness, attitude, po-
fitical efficacy, dun palitical pariicipation serta cemampuan mengambil keputusan
politik secara rasional.

Menurut Somanizi, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-cirl seba-
gai berikut: () Civie Education adalah kegiatan vang melipyli seluruh program
sekolah; (b) Civic Education meliputi berhagai macam kepiatan mengajar yang
dapat menumbuhkan hidup Jdan perilaku yang lebil baik dalam masyarakar de-
mokratis; dan (¢} dalam Civie Edncation termasule pala hal-hal yang menyanghu
pangalaman, kepentingan masyarakar, sribadi. dan svaral-syarat ohjekiil unhilk
hidup beraegara, Dengan kata lain, Fendidikan Kewarganegaraan {Civie Lduca-
teare) acdalah suaty program pendidikan vang berusaha menpgabungloan uisur-un-
sur substantil dan kompenen Ciae Bducation di alas melalul madel pemhelajaran
vang demekratis, interaktif, serta umnanis dalam linglungan yang demokeatis,

e
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Unsur-unsur substantif Chss Rducation tersebut terangium dalam tiga komponen
inti vang saling terkzit dabamn Perdidiken Kewarguan nl: Demulrasi, TIAM, dan
Wasyarakat Madani

Agar Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM mencapai tujuan maksi-
rmal, diperlukan beherape persyaratan sehagai berikut: pertama, Lnglaangan kelas
heruslak demokratis; keelien, mater] tentang demokrasi dan HAM tidak dapat dia-
jackan secara verbalistis, melainkan harvs melalui situasi dan pengalamun yang
dikenal oleh peserla didik; dan ketips, nodel pembelajaran yang dikembangkan

adalah model pemidajaran interaktif,

Fendidikar Mewaroaan (ovic siucaion) scalkn pendoisan yarg cabupannye lebib
lLas dar Perdidikar Demohrasi dan Perdidikin HAM kavenz imencakup kajisa dan
pembaFasan Letang bamyai hzl, scporb pomearingasar, bonstitusi, lembagalsmisgs
dzmokrazi role ardaw, hak dan sewaiiban werza NegatE, proses denpubkras:, parfisipasi
aklil dar keterfibata- waraa negara oa 2in Masgasekat Wacani, pengetahuar tentang
lerbap - emazags dan sistem yans edapas zlam pemarnlalen, pol tis adminiztoa:
=i publik i sisler Pesim, pergetahuas tercasg BAM, sewargan:garaan sl dan
sebagainya.

STANDAR KOMPETENS! DAN KOMPETENSI DASAR
PENDIDIKAN KEWARGA_[HEG&RA]AN (CIVIC E[_:rucmmﬂ)

1. Standar Kompetensi

STANDAR kempetensi adalah kua'iFkasi atan ukuran kemampuan dan kecakap-
an seseorang vang mencakup seperangka. pengetalman, sikap, dan keterampilan,
Dengan demikian, sandar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Edu-
cation) adalah menjadi warga negara vang cerdas dan berkeacaban (Intelligent and
Civilized Citizens). Civic frtalligence menurut rumusan Massachusselis Instifute
of Tecknoingy Encveiopedia of Crgnitive Sciznces yang dilodtip oleh Tilaar adalzh
“kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dirl, memilih. dan mengermnbing-
kan lingkungannya” Lebil fanjut, Tilaar menyatakan bahwa inteligensi berkenaon
dengan tigs kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu ke-
parnpuan adaptasi, kemstruktif, dan seleknif, Tergen demildan, civic intelliyence
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dirumuskan sebagai kemampuan sesecrang untuls mengetahni dan menghayati
hak dan kewajibanaya scbaga: warga masyarakat, serta mentransformasikan nilui-
nilai tersebut dalam kehidupannyy sehari hari konsep Pendidikan Kewarganega-
rean sepertd inilah diharapkar mampu merespons kebutihan masyargkat lndone-
siaabad ke-21 sebagaimana dijelaskan oleh Cogan dan Derriconl pada bagian zwal
buth ini.

Kampetensi Dasar Pengidisan Kswarganegaraan
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z, Kempetensi Dasar

DALAM pembelajaran Pendidikan Kewarganegarazn, bompetensi dasur, atau
sering disebut komperensi minimal, yang skan ditransiormasikan dan ditransmisi-
kan pada peserta didik terdiri dari tiga jenis: pertama, kompetensi pengetahian
kewargaan (civic knowledge), vaitu kemampuan dan hecak wapan yang terkair de
ngan maleri inti Pendidikan Kewarganegaraar (Civic Edication), vailu demalrasi,
hzk asasi mansia, dan Pasyarakat Madani; kedua, kompetensi sixap kewarguan
(civae dispasitions), yaita kemampuan den kecakapan vang terkait denpan kesadar-
an dan kornitmen wargs negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender,
toleransi, kemejemulkan, dan komitmen uatuk prduali serta terlibat dalam penrele
saan persoalan-oersoalan warga negars vang terkail dengan pelanggaran 1AM,
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dan ketipa, kompetensi keterampilan kewargaan (efvic skilla), yaitu kemampuan
dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewargaun seperti kemampuian
herpartisipasi dalam proses pembualan kebijakan publik. kemampuan mielalkulan
kontrol terhadap penvelenggara negara dan painerinlabia,

Keiiga komnperensi terschut merupakan tujuan pembelajaran (learsiig oajee-
tives) mata kuliah ini vang dielshorasikan melalui cara pembelajaran yang demo-
kratis, partisipatif, dan akef (eetive learnings) sehagai upaya transfer permbelaju-
an (tronsfer of tearning). nilai {transgfer of valuey), dan prinsp-priesip [transfer of
principles} demokrasi dan HAM yang merupakan pragyaral uiama tambuh kem-
bangnva Masvarakat Madani (rovil socieny).

3. Tujuan Pendidikan kewarga[negaralan (Clvic Education)

PEMDIINEAN Kewarpanegaraan bertujuan nntuk membangun karakler [cha-
racter building) bangsa Indonesia vang antara lam: {a] membentuk kecakapan
partisipalil warga negara yang bermutu dan hertanggung jawab dalam kehidupan
berbangsa dun beenegara: (b) menjadikan warga negara Indonesia vang cerdas,
akrif, kritis, dan demokratis, namun retap mermnilikd komitmen ineajaga persatua
dan integrilas angsa; dan (¢} mengembangkan kultue demokras yarg herleadab-
an, vailu kebebasan, persarmaan, toleransi, dan tangguny jawaly.

Setelah muhasiswa mengikuli Fend dikan Kewarganegaraan ini dilarapkan
mereka akar wmenjadi warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan dan

kemampuan untak melakukan perubahan di tengah masyarakat, netakakan
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trassfer of learning (proses pembelujaran diri), fransfer of valies [proses penge-
jawantaban rilsi-nilad), dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip:
priasip] Pancasila, demokrusd, HAM, dan Masyaralut Maduni dalam kehidypan
nyata,

Setelan mahasisws rawengiku Pendidikagq Fuwargansgarazn o hazpk
sngetab e dan k2marmipear otk

are s e ha asan
menjadl wargs essra fadunuma wang, memiil p
melzkykar perubafzi wngal rasvarakat, elakybse frangtar o 12Arg e

Tanstar of valves (preses pengeiawantaton rilai nilsl dar s

pambelaiagn Jiri,
Iur of piicyles (orozas o
Wasyaradkat b'adari calkion kokid,

g eliRan rnsip prinsip) Fancesils, cerrokras, HAK, den

A2 MEta,

RUANG LINGKUP MATER) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(CIVIC EDUCATION) | _ _

MATERI Pendidikan Fewargancgaraan [Civic Education) terdiri dari tipa materi

pokok. yaitu demokrasi, kak asasi manusia, dan Masyerakat Madani (eivil society),

Imieraksd dan Echerersi Mated Pendidiban Kewargaegaraan (Creie Educetlon) |
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Ketiga materi pokalk terschut dielaboresikan ke dalam 10 mater: perkuliahan
yurg saling lerkalz satn dengan vang farnoya, Kesepuluh materi ni antara lain: 11]
Pendahuluan; (2) Pancasila dan Keharusan Altaalizasi: (3] Llentitas Nasional dan
Glabalisagi (4) Demolerasi: Teort dan Prall; {5) Konstilusi dan ‘Tata Perundang-
undangan lndonesia; (6} Negara; Agama dan Wurg: Negara, i71 Hak Asasi Mana
sis, [8) Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Fesatvan Republik Indonesia;
(9) Tata Kelola Kepemerintahan yvang Bersih dan Baik (Ul gnd CGood Gover-
sance); dar (L0) Masyaralar Madani (Rl Suceiv)

PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN _{cwlﬁ EDUCATION)

PENDIDIKAN Kewarganegaraan (Civie Education) menpembangkan paradigma
pembelajaran demokratis, yakni ovientasi pembzclajaran vang nenekankan pada
apava pemberdavaan muhasizwa sebagai hagiar warga negara Indonesia secars
demokratis. Dengan orientasi ini, makasiswa diharapkan tidak Fanyy secadar
mengetahui penge.aliur tentang kewarganegarsan tetapl juga mampy ment-
pralitilkan pengetahuan yang mereka percleh selama mengikat! perhuliahar Pen-
didikan Kewarganeparzan (Cnde Edueation] dalem kebidupan sehasi-hari. Socoars
predagogis, paradigma teescbul besheda dengur paracigrna fecdalists dengan dirl-
nea vang dogrmatik, indoktrinatif, dan babikan otoniler.

Paradigma demokratis dalam proses pendidikar kewarganegarzan ini daam
implementasinyz adilab stat proses pembelajaran yang menempatkan peserta
didik sebagai sabjek daripada objek perrbelajaran, sementara pengajat {dosen dan
gurn) berperan sehagal fasilitator atau mitra belafar peserta didik Jalun selurub
proses pembelajaran di kelus, Sejelan dengan paradigma int, materi permbelajiran
Pendidikan Kewarnanegaraan iai disusun berdasarkan pada kebutuhan mendasar
dan universal warga negars vang semakin kritis dan saling terhail sama dengan
yang lainnye. Diharapkan melalui Pendid kan Kewa ganeparaan ini peserta did'k
dapat menjadi wargs negara Indonesia yang tidak hanya baik tetapi juga krins,
kil cerdas, sedulil dan mempunyval pengetabuan Dl frfuneed) kewarganega-
reun yang mumpua, Tujuan dari paradigma demolratis ini adalah sebagai upava
pembelajaran vany diarahkan agar peserla didik tidak hanwvs menpetahng sesual

(learsing o knowd, melmnkan dapal beigar uniuk tmergadi (sarning o bel ma-
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nusia yany bertanggung jawal sebapai individu dan makliuk sosisl serta helajar
untak melakukan sesuatu (e aing (o do) vang didasari oleh pengelabuan yang
dimilikinga. Melaloi pola pembelsianar tersebul diharapkan mahasiswa dapat dan
siap untuk belajar hidap sersama {feaming fo fve fogether) dalan kemajenmcan
Indonesia dan dunja,

URGENS! PENDIDIKAN KEWARCANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)
BAG! PEMBANGUNAN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA

MEMUKUT Almad Syafi’l Maail, demokresi bukanlal schush wa can, pola pikir,
atau perluku politik yang danat dilbanpun sekali jadi, Menarunya, demolaasi ada-
lah proses di mana masvarakat ¢an negara herperan di dalamry: untuk memba-
ngun kuliur dan sistenn hehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan. mene-
gakkan keadilun bail: secara sosial, ekonomi, maupun palitil, Lo sucut pandaing
in, demokrasi depat tercipta wpabila nasyarukel dan pemerinzuh bersama-sana
membangun kesadaran alian pentingnya demokrasi dalens lehidupan herhangsa
dan bernegara,

Proses demokiatisasi Indonesia membutuhlc o topangan brday demokes
stoyang gemwdne. Tanpa dukungan budeya demoleas, proses transs demakrasi
masih renlan terhadap borbagal ancaman budava den perilaku tidalke demokratis
warizan masa lalu, ssperti perilaku aparkis dalam menynarakan pendapat, polirii
uaag (soney polities), Peuperahan massa antul tujran politik, dan penggunaar
simbol-stmbol primordial isuku dan zgema) dulim berpolitik

Melihat paca kenvalaan tersebul, menurut Azra, Indonesia membutuhican se
buah demokrasi keadaban (cvilitized derncracy) atau apa varg dikstalkan oleh
Robert W. Heffner sebagai keadaban demokrasi {desmomaiic civilityl, Nanun de-
Tisdan, menuju tatatan demolkrasi keadalban vang lehil peviieine dun antentik bu-
kanlah hal yang mudah dan insta; sebaliknye membutuhkan proses pengenelan,
pembelajaran, dan pengamalan Ueasing e doing), serta pendalaman (eleepening)
dernesrast, 2roses panjang i Lidak latn dilabyban dalum rangka mengembangkan
budara demoheats (democraric calture], Salah satu cara urluk mengembangkan

kultn- demokratis berkeadaban adalah melaluf prograzy Pendidikan Kewargans-
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gazaan (Civic Education) yang dilakuken melalui cara-cara demokratis oleh peng-
ajur vang desnoliats antul toniusn dermokeasi,

Nz alasan, menurat Azra, mengapa Pendidilan Kewarganegaraan merupa-
kant kebutuhan mendesak hagi bangsa Tndunesia dalem membangun desookeasi-
nva. Pertasma, meningkatiya grjala dan keconderingan political ilfiteracy. tidak
melel politik dan tidak mengelzhui cara kerja demaokrasi dan lembaga-lembag-
arya i kalampan warga negara. Kedua, meningkatnva pelitical aparkizie (apatisme
politik) yang ditanjukkan dengan sudikitnva heterlibatan warga negara dalam pro-
sew-proses politik fika demokrasi merupakar sesualu yang tak bisa ditawar-tawar
atau dimundurkan (peint of ne veturn; bagi bangsa lndonesia, maka Pendidikan
Kewarganegaeant: (Civie Lducation) adalal salah sstu upaya penyemaian budaya
demaokrasi, Upava ini tidak bisa diabaikan oleh bargsa yang riemiliki komitmen
kuat menjadi lebih demaokratis dan bermartabar,

Terkuil dengan penlingnys peavemaian budaya dernokeasi celalui jalur pen-
tdikar, perlumbulian demekrasi $i lndonesia, sebepsimana dikstekan olel Azea,
seyopianva tidak dipedakukan secara drial ard evror, Pertumbunan demokrasi juga
lickade Lisa Jipeclekuban ssears wben for gramded, Denokeasi tidas hanya diper-
jnangkar dan diwacanaken, tetapd lebib dari itn haros disematian, ditanambkan,
dipupuls, dan dibesarkan melalui upaya-upaya yang ferencana, teratur, dan Lerarah
pada seluenh lap'san masvarakat baile mekalai jalur pendidikan formal maupun
untormal. Jika tidal:, sangar haleh jadi pohon demokrasi yang malai umbuh akan
layu dan mal: sebelum sempal bereral akar

L';;lui_:l-'\ah weing 4.-.1-|l_:|;-|l Jdilakukag wntulk ||:|n:1r|1.=-::|da.}'?,k-:.r'|. ey elat Afar Nel-
paanvai kekoatan adalsh melalui apaya sistematis dan sistemis dalam bentule Pen-
didikan Kewarganegaraan {Civlc Education) yang secara konseptual menjadi wa-
hana Pendidikan Demokras: dan Pendidikan TTAM dilarm kontess pemnbangunan
Magyarakar Madeni (il socfety) di Indonesta vang kuoat dan beradab,

Saa sty cara unlus cpenpgmbargsac o dencseatis erkeadazan adalah mee
laloin prograre: Poadichiien Bewarzgreaamas (s Babcaion ) vErg JskasEn melala

cargcira deimckoatis alel cergsjar vare damaeratis unsue tuguan deskrasi,
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Pancasila dan
Keharusan Reaktualisasi

ghirnya era Feformasi padz 1988
telan memborian lamdasan baru

hag Indones.a urtus barkomismen
raenjadi baagsa yang demaokratis. cerdas,
randir, ¢zn bartalwa kepads Tuban Yang
Mana Ezz Untuk motunjang ola-cita i,
Ficdsl Pendidikzn Kewarganegarazr vatg
partisipatil dan kolzboratt yarg menga
rak pada pembantukan warga negsrd yang
kritis, aktit namuen bertarggung javaks dan
menger’l hak dan kews, Lanaya mutlak di-
takukan. Mengacz peda pelzksatazn Pen-
did-kan Hewargznsgaraar {0 masa s
vang sarat cengan cars-cara indaklirinas
dan tidak demokratis, pada bab ini akan
dipaparkan  kansep dan prinsip-arinzis
Fendidikan Kawargaiagaraan vang biasa
dikenal dengan iztilal Civie Focaiion fs-
lirn rangka manumaukhien budaya deorme-
krasi ozlam konceks diramkz donesia
¥ang demakrates, plurs:  dan tetep delam
Eirgkai Negara Kazatan Rzoualik 1hdzne
sa, Seelal mernoclaan Leb oo, Saudary

dHharapkan canat:
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I. %, = = Pancasila, Demokrasi, HAM,

A i dan Masyarakat Madani
ampir [lina aelas tahun wels reformasi di lndosmesia, Sefak lselabiranny pada
1994 lalu pevakan refermes| sudah monenbah banvik hal lentang Tndenesis,
Firss fransisi demokeast eutlab dilewnti. Kinf lndonceia tenpall mengist era barn
demakesi, Namim i balik perubaban i, demokras yeing diprakitibban di neperi i
rasih balany manipu menunjullan tanda-tanda mevakinkdi dapat menzubal mass depan
Fdonesia wang Jauk lebwh haik. Demokrasi belum memenuh; jangingn  melshirkan

 kesgjahitersan dan leadaban bagi Indimosia semgajerimalk din kaya dalam banyak halntara

laitl jumlah penduduk, Buda dan snmber pavacalan Demokras) masih sebalas proses-
prisses palifik iremsaksional. Pada saat yang sama ja diri Fangsa hadoncsin makin
dipertanvalan, '

Cita-clia prok kamasi vime tersurat pada Pembalaan LD Tahun 1945 aom i s
etk mienadl Fujulenn ke mana ash wiasa depan [ndoncsta hendak k. Pancasila. vang
mengaarkan nila dan karakter 0y Tndenesia serkin bateals dilupakan, baik olch elite
maupun massavakat huss. Perlabuan kebtusaan masa llu slas dasae nemra Pancasila ving
nramipulalit eelah berdampa k sikap lonia ferhuda pdasirnegar i inerujuk Paneasla seakan
meinbangkitkan meatan kolakisl manipulsst olel pegasa misa 18l atdy ideolost nooara
g sarab mealin nilal-nilas keindonesizan vang sejalan dengan silol-nilai deriakes dan
leenarmasiaan unwersal, ; :

[2ari keprihativ:e 38 atas bulor i hadir dertean mcnawarkan Eaodse Ip TEvtalisgsg dras
Pengasila di cra dempleeasi sekgpans ind, sebagst simpul bervama bamass Indknezia Pancasils
harus disegarkan kemball malena dan tatzirnyn, dan ¥ang lchily [erbing: kgl ig tiddak
dibenilickan dengan pilai-nika derokeas waag telok menjad wilng Tadopesia di era
Reformasi. Demokmsi sejatinyg dapui berjalan secala sineigls depin nilgidin pandinenn
Fancasils, sepanjong  demokeas) diprakiikken denpap fuane snlwe mcsajudkan
kesepabileraan wemga newwg [ndoncsia, Lebily daci . dermalersst Tndonesia tidlak achalis
memugskanl secara procedural, mamun harus dirienasikan il menfagn cmpar
fansensus kolbapssaae Tndomssia, casila, LI 1945, Negara IKesatyan Repiiblik
Incenca (NKIUY, dan Bhiob Tistneed fiea. Karva vang lavak dibaca SApa Eaia sune
peduli dengan mase depan demokrasi dan karakter dir [ndon csi, '

Indonesion Conter for Chvie Edueation (JCCED LN Jasata adilab Tembami ajian
Penditiban Eesearraan (e Edircution) dommn ans menyelenprirakon pelfatiban, viser,
tam Kajfan fentany pendidikan donelis di Tndemnesis, seqak bedivt v, hos 2001, ICCE
imevapakatilombisn pormna JF b e sz mayelinzzaakin pendigilam denrohras dar | 1AM =20
Nagtenabprselalul berazam nietiwic pen Eelajarat vane ke aboatt dan denssrat b
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